
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV

Kepala Badan Perencanarn Pembangunrn Nasional

SAI,INAN
KEPUTUSAN MENTTRI PI'RENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PIRENCANAAN PI"MBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KXp.109 / M.ppN / K/ 09 / 207a

TENI'ANG
PELIMPATIAN SEBAGTAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN

KEPADA KIJASA PENCGUNA ANGGARAN
SAruAN KERJA KOMNE NASIONAL KDUANGAN SYARTAI I

KEMENIERIAN PT]RENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERXNCANAAN PEMBANGIJNAN NASIONAL

BERKAI'TAN DENGAN PILAKSANAAN
PLNGADA N TIAR NG4ASA PIMERTNTAT r

MEN|[]RI PERENCANAAN PIMtsANGIJNAN NASIONAI,/
KDPAIA I}ADAN PIRINCANA N PEMI}ANGUNAN NASIONAL,

Menirrr[:rang a bahwa dalanr rangka et'ektivitas, efisiensi dan kelancaran
penyelesaian adnrinistrasi Wngangg r^n dan pelaksanaan

kegiatan di lingkungan Satuan Keria Komite Nasional Keuangan

Syaliah perlu melimpahkan kewenangan PenSguna Anggaran
kepada Kuasa Pengliuna AnSgaran Komite Nasional Kerrangan

Syariah;

b. bahwa berdasarkan Pasal l0 ayat (1) Peraturan Presiden Nontor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangl.lasa Penrerintah mellgatur
bahwa Krusa Pengguna AnSgaran rrelaksanakan lrndelegasiatr
sesuai dengan pelimpahan Pengguna Anqgaran;

c. bahwa bertlasarkan per"tilnballSan Lenrbaga Kebijakan Fenga.laan

Barang/Jasa Penredntah melalui surat Nomor 877 4/D.7 /09/ 2078
tangSal 5 Septenrber 2018, menyatakan bahwa Penf€una

AnSgamn dapat nrelimpahkan wewenang kepada Kluasa PenSSuna

AnSSamn sesuai ketentlnn peraturan pemndang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertitnbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, humf b, dan huruf c perlu nlenetapkan Pelinrpahan

sebagian wewenarlS PenSSuna AnSSaran kepada Kuasa Petrgguna

Anggaran Konrite Nasional Satuatr Kerja Keuangan Syariah

Kementeriarl Perencanaan Pembangunatr Nasional,/Badan

Perencanaan



Mengingat

Menetapkan

PERTAT\4A

KETIGA

Perencanaan Penlbangunan Nasional berkaitan dengan
Pelaksanaan Pengadaan Bar angfi asa Pemerintah;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahtn 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tanrbahan lf,.mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
NeSara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2004 Nomor
5, Tambahan knrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Presiden Nortror 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nonror 33);

4. Peraturan Menteri Per.encanaan Pembangunan Nasional,/Kepala
Badan Pertncanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016
tentanS OrSanisasi dan Tala Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMIJTUSKAN:

KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PI,MBANGUNAN
NASIONAL/KNPALA BADAN PERENCANAAN PI,MBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PELIMPA}IAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGGUNA ANGGARAN KXPADA KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SAruAN K.ERJA KOMITT NASIONAL KEUANGAN SYARIAH
Kf,MXNTERTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKATTAN DENGAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG4ASA PI,MERINTAI I.

Pelinrpahan sebagian we\MenanS penetapan penrenanS pada seleksi jasa

konsultan untuk paket pengad,aan jasa konsultansi dengan nilai di atas
Rp10.000.000.000,- (sepuluh rniliar rupiah) kepada Kuasa Pengguna
Ang8aran Satuarl Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Per€ncanaan
Per.nbangunan Nasional.

Pelirrrpahan sebagian wewenang sebagaintana dintaksud pada DIKTUM
PERTAMA tidak rlengurangi wewenang Kuasa Pengguna Anggaran
Saturzn Kerja Konrite Nasional Keuangan Syariah berkaitan dengan
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalanr rangka pelaksanaan wewenang sebagaintana dinraksud pada

DIKTUM PERTAMA, Kuasa Pengguna AnSSaran Satuan Kerja Kornite

Nasional Keuangan Syariah Kernenterian Perencanaan Pernbangunan

Nasional/Badan Perencanaan Per.nbangunan Nasional melaporkan
pelaksanaan kerjanya kepada Pengguna Anggarall.

KEEMPAT: ...

KEOUA



KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2O18

MXNTEzu PERLNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

td

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukunr,

zr--
RR. Rita Erawati


